BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN.
NOMOR : B/ /29 /1.03/HK/2024

TENTANG
PENETAPAN TiM KUASA HUKUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta mendukung
pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif,
efesien dan terkoordinasi, maka periu ditetapkan Tim
Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1856, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il termasuk Kotapraja dalam Lingkungan
Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai Undang-
Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;



Menetapkan
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014
tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupeten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten lLampung Selatan sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran
2024;

15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran
2024.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KUASA
HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Menetapkan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan
personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai

tugas melaksanakan penyelesaian sengketa baik di dalam
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Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Selatan;
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Tembusan, Yth:

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua
belas) kali kegiatan yaitu sebesar @ Rp. 1.800.000, /per-
orang/kegiatan;

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan
Bupati Lampung Selatan Nomor B/691/1.03/HK/2023,
tanggal 4 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Kuasa
Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
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dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang
tertuang dalam sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum pada
Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda "
pada tanggal J\januam 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
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NANANG ERMANTO

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR
TANGGAL
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SUSUNAN PERSONALIA TIM KUASA HUKUM

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NO JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN KET
1 2 3 4
1 Kabag Hukum Setdakab

Lampung Selatan Kuasa Hukum
2 | Analis Hukum Ahli Muda
Bagian Hukum Setdakab Kuasa Hukum
Lampung Selatan
3 Perancang Peraturan
Perundang-undangan
Bagian Hukum Setdakab Kuasa Hukum
Lampung Selatan
4 | Arsiparis Ahli Muda Bagian

Hukum Setdakab Lampung
Selatan

Kuasa Hukum
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ttd

NANANG ERMANTO



ttd




